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Abstract. This study examines the impact of human resource competence on the quality of financial statements within the
Supreme Court and its subordinate units, with government accounting standards and internal control over financial
reporting acting as mediating variables. The study uses an explanatory design and employs a quantitative approach.
Data were collected from 285 respondents across various judicial institutions, and Partial Least Squares Structural
Equation Modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 4.0 was used to analyze it. The findings show that human resource
competence positively influences the application of government accounting standards and internal control, both of
which significantly enhance the quality of financial reporting. Furthermore, both mediating variables strengthen the
relationship between human resource competence and financial statement quality. These results emphasize the critical
role of human resource competence in improving accounting practices and internal controls to achieve higher
financial reporting quality.

Keywords - Human Resource Competence; Government Accounting Standards; Internal Control; Financial Report Quality;
Supreme Court

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada
Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya, dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan desain eksplanatori
dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dari 285 responden yang berasal dari berbagai institusi peradilan,
dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui
perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh
positif terhadap penerapan SAP dan PIPK, yang keduanya secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan
keuangan. Selain itu, kedua variabel mediasi tersebut memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya
manusia dan kualitas laporan keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya peran kompetensi sumber daya manusia
dalam memperbaiki praktik akuntansi dan pengendalian internal guna mencapai kualitas pelaporan keuangan yang
lebih tinggi.

Kata Kunci - Kompetensi Sumber Daya Manusia; Standar Akuntansi Pemerintahan; Pengendalian Intern; Kualitas Laporan
Keuangan; Mahkamah Agung

|. PENDAHULUAN

Laporan keuangan di sektor publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan transparansi, yang merupakan
unsur krusial dalam akuntabilitas dan pencegahan korupsi [1][2]. Pelaporan keuangan yang andal, dengan dukungan
tata kelola yang baik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat
[3][4]. Kualitas laporan keuangan menjadi indikator utama yang mencerminkan kredibilitas dan akurasi informasi
yang disampaikan [5]. Di Indonesia, kualitas laporan keuangan pemerintah diukur melalui opini audit, di mana opini
yang lebih tinggi menunjukkan tingkat transparansi dan kepatuhan yang lebih baik [6]. Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) melaporkan bahwa Mahkamah Agung telah memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut (2012-2023), yang mencerminkan konsistensi kualitas laporan
keuangan. Namun demikian, jumlah temuan audit BPK tetap signifikan setiap tahunnya, sebagaimana ditunjukkan
pada Gambar 1.
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Gambar 1. Jumlah Temuan Hasil Audit BPK (2012-2023)
Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung, 2023\

Gambar tersebut menunjukkan bahwa jumlah temuan audit dari tahun 2012 hingga 2023 relatif tinggi, dengan
rata-rata temuan berada pada kisaran 20-an. Analisis terhadap temuan BPK dari tahun 2021 hingga 2023
mengindikasikan adanya masalah yang berulang dalam pengelolaan keuangan, seperti ketidaksesuaian dalam
pengadministrasian PNBP, ketidaktepatan pembayaran gaji dan honorarium, ketidakefisienan dalam pengadaan
barang/jasa, serta pencatatan aset yang belum memadai. Permasalahan ini diperparah oleh minimnya digitalisasi
keuangan yang menyebabkan Kketidaktepatan data dan inefisiensi [7][8][9]. Sementara sebagian besar studi
sebelumnya berfokus pada pemerintah daerah, penelitian ini secara khusus mengkaji Mahkamah Agung dan satuan
kerjanya, sebagai bagian dari pemerintah pusat yang beroperasi di bawah kerangka regulasi yang berbeda. Pengelolaan
laporan keuangan di berbagai lembaga peradilan, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer,
dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan
konsistensi praktik akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, seluruh kementerian dan lembaga diwajibkan untuk
menyusun laporan keuangan berbasis akrual guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana
dijabarkan dalam PMK No. 22/PMK.05/2022 terkait realisasi anggaran, arus kas, dan neraca [10][11]. Laporan
keuangan yang berkualitas dicirikan oleh keterpahaman, relevansi, keandalan, dan kelengkapan, yang semuanya
didukung oleh penerapan standar akuntansi yang konsisten [12]. Dalam sektor publik, implementasi SAP terbukti
dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai studi terkait pengelolaan
keuangan daerah [13]. Selain itu, adopsi standar akuntansi internasional berbasis kas juga menunjukkan peningkatan
dalam kualitas pelaporan, termasuk kejelasan dalam penyajian informasi laba bersih dan arus kas [14]. Meskipun SAP
berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas sumber daya
manusia dalam menerapkannya [15].

Di samping standar akuntansi, sistem pengendalian internal merupakan elemen penting dalam menjaga keandalan
dan integritas informasi keuangan. PMK No. 232/PMK.05/2022 mengharuskan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
untuk mengonsolidasikan data keuangan dari satuan kerja di bawahnya dan menerapkan Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (PIPK), sementara PMK No. 17/PMK.09/2019 menekankan pentingnya pengendalian internal
sebagai fondasi transparansi. Mekanisme pengendalian internal yang efektif terbukti secara langsung meningkatkan
kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas publik [16]. Namun demikian, implementasi PIPK di lingkungan
Mahkamah Agung masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman dan tidak adanya proses evaluasi yang
sistematis, sehingga mengurangi potensinya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan [17]. Keterbatasan ini
menunjukkan perlunya sumber daya manusia yang kompeten untuk menerapkan SAP dan PIPK secara efektif
[18][19].

Meskipun pentingnya kompetensi SDM telah diakui, temuan empiris menunjukkan hasil yang bervariasi. Di
Provinsi Jambi, kompetensi SDM terbukti memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap
kualitas pelaporan keuangan, menandakan perlunya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan [20]. Demikian pula,
penelitian lain melaporkan bahwa kualitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan
pemerintah daerah, sementara standar akuntansi dan pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan positif, yang
mengindikasikan bahwa kekuatan sistem dapat lebih menentukan dibandingkan dengan kapabilitas individu [21].
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Sebaliknya, studi lain menemukan bahwa organisasi dengan modal manusia yang kuat cenderung menghasilkan
laporan berkualitas tinggi dan menghadapi lebih sedikit temuan audit, yang menguatkan pentingnya peran strategis
SDM dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik [22][23]. Temuan yang beragam ini menunjukkan adanya
kesenjangan penelitian terkait bagaimana kompetensi SDM berinteraksi dengan SAP dan PIPK, khususnya dalam
institusi pemerintah pusat yang kompleks seperti Mahkamah Agung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana kompetensi SDM
memengaruhi kualitas laporan keuangan melalui peran mediasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), secara khusus pada Mahkamah Agung dan peradilan di
bawahnya. Kontribusi penelitian ini mencakup beberapa dimensi penting. Pertama, penelitian ini mengeksplorasi
konteks institusional yang jarang dikaji, yaitu Mahkamah Agung sebagai bagian dari pemerintah pusat, yang
memberikan perspektif berbeda dibandingkan dengan studi yang lebih banyak berfokus pada pemerintah daerah.
Analisis ini berpijak pada Teori Institusional yang dikembangkan oleh Oliver (1991) dan Scott (2001), yang
memandang akuntansi sebagai sistem sosial yang dibentuk oleh kerangka regulasi dan norma organisasi. Teori ini
menjelaskan bagaimana perubahan institusional, seperti adopsi IFRS dan GAAP, dipengaruhi oleh dinamika
transnasional dan kebiasaan yang telah melekat dalam institusi [24][25].

Kedua, penelitian ini mengintegrasikan SAP dan PIPK sebagai variabel mediasi dalam satu model analisis yang
komprehensif untuk memahami hubungan antara kompetensi SDM dan kualitas pelaporan keuangan. Kerangka ini
didukung oleh bukti perilaku yang menunjukkan bahwa peningkatan self-efficacy melalui pelatihan dan
pendampingan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelaporan, serta norma subjektif dan persepsi kontrol
perilaku dapat memengaruhi niat untuk melakukan kecurangan [26][27]. Ketiga, penelitian ini menguji hubungan
tersebut secara empiris pada berbagai jenis pengadilan, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan
Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia. Kontribusi ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih mendalam dan berbasis bukti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan
keuangan di sektor publik pusat. Selain itu, pendekatan Resource-Based View (RBV) mendukung penelitian ini dengan
menekankan bahwa sumber daya organisasi, baik berwujud maupun tidak berwujud, memainkan peran penting dalam
mencapai keunggulan kompetitif dan peningkatan kinerja. Perspektif ini memandu pengambilan keputusan manajerial
untuk memanfaatkan kapabilitas internal secara strategis [28]. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
diskursus akademik serta memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pengelolaan keuangan publik, khususnya pada institusi yang
kompleks dan hierarkis seperti lembaga peradilan.

Il. LITERATUR REVIEW

Mahkamah Agung sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

Mahkamah Agung berfungsi sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, laporan
keuangan Mahkamah Agung mencakup tujuh unit kerja Eselon | sebagai UAKPA, sebagaimana dirinci dalam Tabel
1.

Tabel 1. Rekapitulasi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Mahkamah Agung

Number of Authority Types

No Es I Code Description Head ) ]
Office Regional Office
923 satuan kerja terdiri atas
- . Peradilan Umum, Peradilan
1 01 Badan Urusan Administrasi 1 Agama, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Peradilan Militer
2 02 Kepaniteraan 1 -
3 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan 1 416 satuan kerja Peradilan Umum
Umum
4 04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan 1 446 satuan kerja Peradilan Agama
Agama
5 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan 1 61 satuan kerja Peradilan Militer

Militer dan TUN dan Peradilan Tata Usaha Negara
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Badan Penelitian dan Pengembangan,

6 06 Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan 1 -
Peradilan
7 07 Badan Pengawasan 1 -

Sumber : Laporan Keuangan Mahkamah Agung, 2023

Mahkamah Agung terdiri dari beberapa unit Eselon | yang berperan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran (UAKPA), masing-masing bertanggung jawab untuk mengonsolidasikan laporan keuangan dari berbagai

jenis pengadilan sesuai dengan alokasi DIPA yang dimilikinya.

1. Pertama, Unit Eselon | — Badan Urusan Administrasi bertanggung jawab atas UAKPA DIPA-01 (Non-Teknis),
mengawasi pelaporan keuangan seluruh unit kerja non-teknis di bawah Mahkamah Agung, termasuk Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer.

2. Kedua, Unit Eselon | — Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengelola UAKPA DIPA-03 (Teknis) dan
mengonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh unit kerja Peradilan Umum.

3. Ketiga, Unit Eselon | — Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama bertugas untuk UAKPA DIPA-04 (Teknis),
mengonsolidasikan laporan dari unit kerja Peradilan Agama.

4. Keempat, Unit Eselon | — Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN menangani UAKPA DIPA-05
(Teknis), bertanggung jawab atas konsolidasi laporan keuangan dari unit kerja Peradilan Militer dan Peradilan
TUN.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan memfasilitasi transparansi dan memungkinkan masyarakat serta pemangku kepentingan
lainnya untuk menilai tingkat akuntabilitas pemerintah, karena laporan tersebut menjadi sarana utama dalam
menyampaikan informasi keuangan yang penting [29]. Laporan keuangan yang akurat dan transparan diharapkan
dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sekaligus mendorong penggunaan sumber daya
publik secara efektif dan efisien. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi penting tidak hanya untuk mengevaluasi
kinerja keuangan dan operasional suatu entitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi, tetapi juga untuk
memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan terkait sumber daya yang tersedia dan kewajiban yang
dimiliki [30].

Kualitas pelaporan keuangan mengacu pada sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang akurat,
autentik, dan wajar terkait aktivitas usaha, posisi keuangan, dan kinerja perusahaan, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan tersebut [31]. Selanjutnya laporan keuangan yang berkualitas
tinggi harus memenuhi kriteria Relevansi, Keandalan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami [32][33].

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) memegang peranan krusial dalam meningkatkan kinerja individu dan
daya saing organisasi melalui pengembangan dan evaluasi berkelanjutan, sehingga memungkinkan adaptasi terhadap
lingkungan kerja yang dinamis [34]. Departemen SDM yang kompeten secara aktif menyelenggarakan program
pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada standar akuntansi dan manajemen keuangan. Program-program ini
memastikan bahwa pegawai selalu mengikuti perkembangan terbaru regulasi akuntansi, yang sangat penting dalam
menjaga kualitas pelaporan keuangan [35].

Selain itu, kompetensi SDM juga berperan dalam proses rekrutmen dan retensi tenaga akuntansi yang terampil.
Dengan menarik dan mempertahankan individu yang memiliki keahlian dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP), organisasi dapat menjamin tersedianya SDM yang mumpuni dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku [36]. Oleh karena itu, kompetensi SDM menjadi faktor kunci dalam
implementasi SAP. Kemampuan dalam manajemen keuangan dan prinsip akuntansi memungkinkan personel untuk
menerapkan standar tersebut secara efektif, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola
keuangan pemerintah.

Kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual di institusi pemerintah.
Penelitian tersebut menekankan bahwa peningkatan keterampilan pegawai melalui pelatihan dan pengembangan
terkait praktik serta pengetahuan akuntansi sangat penting [37]. Kompetensi yang meningkat memungkinkan pegawai
memahami dan menerapkan SAP dengan lebih baik. Dengan demikian, investasi dalam pelatihan pegawai dapat
membentuk budaya organisasi yang mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual secara efektif. Penelitian
serupa juga menunjukkan bahwa kompetensi SDM secara signifikan memengaruhi implementasi SAP dengan
memastikan bahwa tenaga profesional yang andal dapat menjalankan standar ini secara efektif [38].

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan.
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Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan

Dalam konteks pengelolaan laporan keuangan, kompetensi (pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan
karakteristik personal) berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, sehingga
mendukung penerapan praktik tata kelola yang baik [39]. Tingkat kompetensi sumber daya manusia berpengaruh
signifikan terhadap efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kapabilitas sumber daya manusia yang
tinggi dalam bidang akuntansi dan pengendalian intern meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan
memastikan bahwa pengelola keuangan mampu melaksanakan serta mematuhi sistem pengendalian intern secara
efektif. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi esensial untuk memperkuat
efektivitas pengendalian intern [40].

Lebih lanjut, kompetensi sumber daya manusia secara signifikan memengaruhi implementasi pengendalian intern
atas pelaporan keuangan. Pegawai dengan kompetensi lebih tinggi dalam manajemen keuangan, penilaian risiko, serta
kepatuhan terhadap regulasi lebih mampu menerapkan mekanisme pengendalian intern yang efektif. Kapabilitas
sumber daya manusia yang kuat tidak hanya menjamin akurasi pelaporan keuangan, tetapi juga meminimalkan
kesalahan dan kecurangan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

H2: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan
Keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menjamin integritas keuangan, karena
mencakup kemampuan individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, yang diperoleh melalui
pelatihan, pendidikan, serta pengalaman kerja yang relevan [41]. Kompetensi sumber daya manusia terbukti
berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan, di mana semakin tinggi kompetensi pegawai, semakin
baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan [42]. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang menyatakan
bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah [43][44].
Namun, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian lain yang menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia
tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan [45]. Perbedaan ini disebabkan oleh
rendahnya tingkat kompetensi sumber daya manusia pada objek penelitian, di mana banyak pegawai yang bertugas di
bidang keuangan/administrasi tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.
H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Secara internasional, Standar Akuntansi Sektor Publik atau International Public Sector Accounting Standards
(IPSAS) dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan sektor
publik secara global. IPSAS berbasis akrual memberikan kerangka standar pelaporan keuangan yang lebih relevan
bagi pengambilan keputusan, serta mendukung efisiensi pengelolaan keuangan publik [46]. Di Indonesia, Standar
Akuntansi Pemerintahan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengadopsi basis akrual
sebagai pendekatan utama dalam pelaporan keuangan. Basis akrual memungkinkan pengakuan pendapatan, belanja,
aset, kewajiban, dan ekuitas secara lebih akurat berdasarkan hak dan kewajiban, bukan semata-mata arus kas.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan
pemerintah dengan menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan, termasuk publik,
lembaga pengawas, dan instansi pemerintah dalam menilai kinerja, pengelolaan sumber daya, serta posisi keuangan
[47]. Penerapan standar yang lebih ketat juga penting dalam menjaga kepercayaan publik, memastikan integritas
laporan keuangan di masa depan, dan membangun sistem pelaporan yang lebih transparan [48].

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin
baik penerapannya, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan [49][50]. Temuan serupa juga disampaikan oleh
lainnya yang menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan
secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan [51]. Namun, hasil berbeda menemukan bahwa penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan justru berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, yang dikaitkan dengan
pengaruh variabel eksternal yang lebih dominan [52].

H4: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian intern di sektor keuangan merupakan sistem pengawasan yang dirancang untuk menjamin
kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta mencegah dan mendeteksi kecurangan melalui
pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan pengamanan informasi [53]. Sistem ini juga berperan penting dalam menjaga
akurasi laporan keuangan dengan melakukan rekonsiliasi data serta penerapan standar akuntansi, sehingga menjamin
integritas keuangan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
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Dalam konteks lembaga pemerintah, pengendalian intern berfungsi melindungi serta mengarahkan aktivitas agar
selaras dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan, dengan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan sistem
berjalan optimal [54]. Dengan demikian, pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan
upaya sistematis untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel, efisien, dan berintegritas dalam rangka mencapai
tujuan strategis pemerintah.

Terdapat lima komponen utama pengendalian intern, yaitu: lingkungan pengendalian, penerapan prosedur
pengendalian, penilaian risiko, komunikasi dan informasi, serta pemantauan [55]. Sebuah penelitian menemukan
bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan, dengan nilai
signifikansi 0,009 < 0,050 [56]. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa perbaikan
pengendalian intern secara langsung berkontribusi pada tercapainya laporan keuangan yang berkualitas [57]. Namun,
terdapat penelitian yang melaporkan hasil berbeda, yaitu penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak
memberikan dampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan [58]. Hal ini disebabkan meskipun secara formal
telah sesuai regulasi, masih ditemukan masalah seperti ketidakpatuhan, pegawai yang menjalankan multitugas, serta
kurangnya perhatian terhadap keamanan aset fisik.

H5: Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Standar
Akuntansi Pemerintahan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) didefinisikan sebagai keterampilan, kemampuan, dan sikap kerja yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif. Kompetensi ini mencakup keahlian teknis, atribut perilaku, serta
kemampuan berinovasi seperti fleksibilitas, ketekunan, komunikasi, dan adaptasi terhadap perubahan [59]. Semakin
tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan,
semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar akuntansi berfungsi sebagai mekanisme
penghubung yang memastikan laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga
meningkatkan relevansi dan keandalan informasi keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia, termasuk pengetahuan akuntansi, pengalaman, serta pelatihan manajemen
keuangan, berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pegawai yang kompeten lebih mampu
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan benar, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta menghasilkan
laporan keuangan yang lebih akurat dan andal. Kompetensi sumber daya manusia menjadi krusial dalam implementasi
standar akuntansi, karena pegawai yang kompeten mampu menginterpretasikan dan mengaplikasikan standar dengan
tepat, sehingga laporan keuangan dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku [60].

Kompetensi sumber daya manusia juga menjamin konsistensi kepatuhan terhadap standar akuntansi, yang penting
untuk menjaga kredibilitas dan keterbandingan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan pemangku
kepentingan. Lebih jauh, kompetensi ini mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik akuntansi, di mana
pegawai senantiasa mengikuti perkembangan standar akuntansi dan praktik terbaik, serta memimpin inisiatif untuk
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan manajemen keuangan secara keseluruhan [61].

H6: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Pengendalian
Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip
pengendalian intern, maka semakin efektif pula sistem pengendalian intern yang diterapkan. Sistem pengendalian
intern yang kuat akan memastikan bahwa proses pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku,
meminimalkan kesalahan dan kecurangan, serta meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan. Oleh
karena itu, kompetensi sumber daya manusia secara tidak langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui
efektivitas pengendalian intern.

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (Internal Control over Financial Reporting/ICFR) merupakan suatu
sistem yang menjamin keandalan laporan keuangan melalui kepatuhan terhadap kerangka pelaporan yang berlaku,
pencegahan terhadap kesalahan dan kecurangan, peningkatan akuntabilitas dan tata kelola, serta diperkuat oleh modal
intelektual dan kekuatan institusional untuk menjunjung tinggi transparansi dan integritas dalam pelaporan, khususnya
pada organisasi yang memiliki akuntabilitas publik [62].

Kompetensi sumber daya manusia secara signifikan memengaruhi efektivitas pengendalian intern atas pelaporan
keuangan [63]. Studi mereka menunjukkan bahwa tingkat kompetensi sumber daya manusia yang lebih tinggi
berkontribusi terhadap sistem pengendalian intern yang lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas
laporan keuangan. Hubungan ini mengindikasikan bahwa personel yang memiliki kualifikasi yang baik lebih mampu
dalam menerapkan dan mempertahankan sistem pengendalian intern, sehingga dapat memastikan laporan keuangan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the
Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are
credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply
with these terms is not permitted.



Page | 7

yang akurat dan andal. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi hal yang esensial
dalam memperkuat sistem pengendalian intern dalam suatu organisasi.

H7: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui implementasi
Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Kerangka Konseptual

Government Accounting
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Internal Control over Financial
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Gambar 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang ditampilkan pada Gambar 2 menggambarkan hubungan antara kompetensi sumber
daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, pengendalian intern atas pelaporan keuangan, dan kualitas laporan
keuangan.

I1l. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yang melibatkan pengumpulan data numerik dan
penerapan teknik analisis untuk menguji hipotesis, menarik kesimpulan, serta memahami hubungan antar variabel
yang diteliti [64]. Objek penelitian ini adalah Mahkamah Agung sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA),
yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta membawahi seluruh satuan kerja di
bawahnya yang berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Sebagai UAPA, Mahkamah
Agung memegang peranan strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan di berbagai satuan
kerja, termasuk pengadilan tingkat pertama dan banding dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan
tata usaha negara, dan peradilan militer.

Populasi merujuk pada seluruh unit analisis yang memiliki karakteristik serupa atau relevan dengan permasalahan
penelitian [64]. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh unit akuntansi pada tingkat eselon |
serta seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai UAKPA dalam penyusunan dan
pelaporan keuangan. Secara keseluruhan, terdapat 930 unit/satuan kerja akuntansi yang tersebar di seluruh Indonesia.
Rincian jumlah tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Populasi

Unit Akuntansi Jumlah Satuan Kerja
Eselon | 7

Pengadilan Negeri 416

Pengadilan Agama 446

Pengadilan Militer 23

Pengadilan TUN 38

Total 930

Sumber: Mahkamah Agung, 2024

Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin umumnya digunakan untuk
menentukan ukuran sampel yang representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasi dengan tepat [65]. Pada
penelitian ini, margin of error (e) ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%. Rumus Slovin yang digunakan adalah sebagai
berikut:
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1+ Ne?
Keterangan:
n= ukuran sampel yang dibutuhkan
N= jumlah populasi
e = margin of error (0,05)

Dengan menerapkan metode proportionate stratified sampling dan rumus Slovin, sebanyak 285 pegawai dipilih
sebagai sampel penelitian. Responden ini memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses penyusunan dan
pelaporan keuangan di berbagai unit organisasi, termasuk eselon | di Mahkamah Agung, serta pengadilan negeri,
agama, militer, dan tata usaha negara. Untuk menangkap persepsi responden, dikembangkan kuesioner terstruktur
dengan menggunakan skala Likert 5 poin, dari 1 (‘“sangat tidak setuju”) hingga 5 (“sangat setuju”).

Sebelum penyebaran kuesioner utama, dilakukan uji coba instrumen (pilot test) terhadap 30 responden
menggunakan SPSS untuk menilai validitas dan reliabilitas awal. Analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan
yang kuat dan signifikan secara statistik antar variabel (p < 0,01), yang mengonfirmasi validitas konstruk. Uji
reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,943 pada empat konstruk utama, yaitu: kompetensi sumber
daya manusia (X1), standar akuntansi pemerintahan (Z1), pengendalian intern atas pelaporan keuangan (Z2), dan
kualitas laporan keuangan (Y), yang mengindikasikan konsistensi internal yang sangat baik.

Aspek etika penelitian diperhatikan secara menyeluruh, antara lain dengan memberikan informasi kepada
partisipan mengenai tujuan penelitian, menjamin kerahasiaan data, memperoleh informed consent, dan menekankan
bahwa partisipasi bersifat sukarela. Seluruh tanggapan juga dianonimkan sesuai dengan standar etika penelitian
ilmiah.

Iv. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Pemahaman terhadap distribusi responden sangat penting untuk menilai representativitas sampel pada berbagai
unit akuntansi di bawah Mahkamah Agung. Penelitian ini mengklasifikasikan partisipan berdasarkan kategori
institusional masing-masing, termasuk unit Eselon I, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama,
Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Setiap jenis
institusi memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam proses penyusunan dan konsolidasi laporan keuangan. Tabel
berikut menyajikan informasi rinci terkait distribusi responden, mencakup frekuensi, persentase, dan perbandingan
sampel terhadap total unit akuntansi untuk setiap kategori. Klasifikasi ini membantu memperjelas ruang lingkup
penelitian dan memastikan bahwa temuan mencerminkan keragaman lingkungan akuntansi peradilan.

Tabel 3. Identitas Responden

Perbandingan

Karakteristik Kategori Frekuensi Per?;;‘)tase Sampel terhadap Total
Unit Akuntansi (%)
0 .
Eselon 1 7 2.5% 100/.0 et
unit Eselon |
Pengadilan Negeri 107 37.5% 30,53% dari total
_ o ' 416 unit Peradilan
Pengadilan Tinggi 20 7.0% Umum
Unit Pengadilan Agama 110 38.6% 29,82% dari tqtal 285
Akuntansi _ o 446 unit Peradilan sampel
Pengadilan Tinggi Agama 23 8.1% Agama (100%)
Pengadilan TUN 9 3.2% 31,58% dari total 38
] L unit Peradilan tata
Pengadilan Tinggi TUN 3 1.1% usaha negara
Pengadilan Militer 5 1.75% 26,09% dari total 23
Pengadilan Tinggi Militer 1 0.4% uthPﬁE?;"an
Analis Pengelolaan
Jabatan Keuangan APBN (APK 133 46.7% 285 sampel (100%)

APBN)
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Pengelola Keuangan

0,
APBN (PK APBN) a1 31.9%
Bendahara 19 6.7%
Kepala Subbagian 10 3.50%
Keuangan '
Pejabat Pembuat 0
Komitmen (PPK) 6 2.1%
Pengelola Keuangan 0
Lainnya 26 9.1%
1 -5 Tahun 62 21.8%
6 - 10 Tahun 32 11.2%

Lama Bekerja 285 sampel (100%)

11 - 15 Tahun 108 37.9%
> 15 Tahun 83 29.1%

Distribusi responden menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu 110
orang (38,6%), disusul oleh Pengadilan Negeri sebanyak 107 responden (37,5%). Pengadilan Tinggi Agama
menyumbang 23 responden (8,1%), dan Pengadilan Tinggi sebanyak 20 responden (7,0%). Pengadilan TUN
berkontribusi 9 responden (3,2%), sedangkan Pengadilan Tinggi TUN sebanyak 3 responden (1,1%). Pengadilan
Militer dan Pengadilan Tinggi Militer memiliki jumlah responden paling sedikit, masing-masing 5 orang (1,75%) dan
1 orang (0,4%). Distribusi responden dari unit Eselon | berjumlah 7 orang (2,5%).

Berdasarkan perbandingan antara jumlah sampel dan jumlah unit akuntansi pada masing-masing jenis pengadilan,
pada tingkat Eselon | terdapat 7 responden yang merepresentasikan 100% dari seluruh unit akuntansi di tingkat
tersebut. Pengadilan Negeri memiliki 107 responden, dan Pengadilan Tinggi 20 responden dari total 416 unit, sehingga
merepresentasikan 30,53%. Pengadilan Agama memiliki 110 responden, dan Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 23
responden dari total 446 unit, mewakili 29,82% dari total unit. Pengadilan TUN dengan 9 responden dan Pengadilan
Tinggi TUN dengan 3 responden dari 38 unit, menghasilkan representasi sebesar 31,58%. Pengadilan Militer dengan
5 responden dan Pengadilan Tinggi Militer dengan 1 responden dari 23 unit menunjukkan representasi sebesar
26,09%. Secara keseluruhan, distribusi sampel cukup proporsional terhadap jumlah unit akuntansi pada berbagai jenis
pengadilan, meskipun terdapat variasi dalam tingkat representasi.

Berdasarkan distribusi jabatan responden, mayoritas adalah Analis Pengelolaan Keuangan APBN (APK APBN)
sebanyak 133 orang (46,7%), disusul oleh Pengelola Keuangan APBN (PK APBN) sebanyak 91 orang (31,9%).
Bendahara sebanyak 19 orang (6,7%), Kepala Subbagian Keuangan sebanyak 10 orang (3,5%), dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) sebanyak 6 orang (2,1%). Sebanyak 26 responden (9,1%) dikategorikan sebagai Pengelola
Keuangan Lainnya. Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan tenaga spesialis keuangan
APBN, baik sebagai analis maupun pengelola, yang mencerminkan bahwa penelitian ini melibatkan individu-individu
yang berperan penting dalam manajemen keuangan di lingkungan kerjanya masing-masing.

Dari segi pengalaman kerja, mayoritas responden memiliki masa kerja 11-15 tahun, yaitu sebanyak 108 orang
(37,9%), diikuti oleh responden dengan masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 83 orang (29,1%). Responden dengan
pengalaman kerja 1-5 tahun berjumlah 62 orang (21,8%), sementara yang memiliki pengalaman 6—10 tahun berjumlah
paling sedikit, yaitu 32 orang (11,2%). Distribusi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki
pengalaman kerja lebih dari 10 tahun, mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki tingkat
keahlian yang cukup tinggi dalam bidangnya masing-masing.

Uji Model Pengukuran dengan SmartPLS 4.0
Uji model pengukuran dilakukan menggunakan SmartPLS 4.0, dengan melihat hasil dari uji validitas konvergen,
validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Berdasarkan analisis Outer Loading dalam Tabel 4, seluruh indikator yang
digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid karena memenuhi nilai ambang batas di atas 0,7. Oleh karena itu,
tidak ada indikator yang dieliminasi, dan model penelitian dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.
Tabel 4. Uji Validitas

. Outer
Variabel Pertanyaan Loading Keterangan
Kualitas Laporan FRQ1 0.904 Valid
Keuangan FRQ2 0.773 Valid
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(Financial Report FRQ3 0.936 Valid
Quality) FRQ4 0.941 Valid
FRQ5 0.893 Valid
Standard Akuntansi GAS1 0.913 Valid
Pemerintah GAS2 0.895 Valid
(Government GAS3 0.931 Valid
Accounting
Standards) GAS4 0.902 valid
HRC1 0.722 Valid
Kompetensi Sumber HRC2 0.900 Valid
Daya Manusia HRC3 0.849 Valid
(Human Resource HRC4 0.872 Valid
Competence) HRC5 0.764 Valid
HRC6 0.893 Valid
ICFR1 0.882 Valid
Pengendalian ICFR2 0.801 Valid
Internal atas ICFR3 0.889 Valid
KeuaZi]I:rF]) %:ﬁ?ernal ICFRA 0.891 Valid
Control over ICFR5 0.840 Valid
Financial ICFR6 0.904 Valid
Reporting) ICFR7 0.875 Valid
ICFR8 0.845 Valid

Sumber: Aplikasi SmartPLS 4.0 (Data diolah)

Tabel 5. Uji Reabilitas

Composite Composite

reliability (rho_a)  reliability (rho_c) AVE

Variabel Cronbach's alpha

Kualitas Laporan
Keuangan
(Financial Report
Quality)
Standard Akuntansi
Pemerintah

(Government 0.931 0.933 0.951 0.829
Accounting
Standards)
Kompetensi
Sumber Daya
Manusia (Human 0.912 0.923 0.933 0.699
Resource
Competence)
Pengendalian
Internal atas
Pelaporan
Keuangan (Internal 0.952 0.954 0.960 0.751
Control over
Financial
Reporting)

0.934 0.943 0.951 0.795

Sumber: Aplikasi SmartPLS 4.0 (Data diolah)
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Selanjutnya, berdasarkan hasil uji reliabilitas yang ditampilkan dalam Tabel 5, seluruh variabel dalam penelitian
ini memiliki nilai Cronbach’s Alpha di atas 0,7, yang menunjukkan konsistensi internal yang baik. Nilai Composite
Reliability (rho_a dan rho_c) juga melebihi angka 0,7, mengonfirmasi bahwa indikator yang digunakan reliabel dalam
mengukur masing-masing variabel. Nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk semua variabel juga di atas 0,5,
menunjukkan validitas konvergen yang kuat. Dengan demikian, instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria
reliabilitas dan validitas yang diperlukan.

Tabel 6. R Square

Variabel R-square R-square adjusted

Kualitas Laporan Keuangan (Financial
Report Quality)

Standard Akuntansi Pemerintah
(Government Accounting Standards)
Pengendalian Internal atas Pelaporan

Keuangan (Internal Control over 0.763 0.763

Financial Reporting)
Sumber: Aplikasi SmartPLS 4.0 (Data diolah)

0.827 0.825

0.655 0.654

Berdasarkan Tabel R-Square (Tabel 6), variabel Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai R-square sebesar
0,655, yang berarti 65,5% varians variabel tersebut dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sementara
itu, variabel Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan memiliki nilai R-square sebesar 0,763, menunjukkan
bahwa 76,3% variasinya dipengaruhi oleh faktor-faktor independen. Variabel Kualitas Laporan Keuangan
menunjukkan nilai R-square tertinggi, yaitu 0,827, yang mengindikasikan bahwa 82,7% variasinya dapat dijelaskan
oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun nilai R-square adjusted, yang sedikit
lebih rendah, telah disesuaikan dengan jumlah prediktor dalam model guna memberikan estimasi yang lebih akurat
terhadap kemampuan prediksi variabel dependen.

Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antarvariabel yang diteliti, Gambar 3
menyajikan diagram jalur (path diagram) yang memvisualisasikan hasil pengujian model struktural. Diagram ini
menggambarkan baik pengaruh langsung maupun tidak langsung dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (X)
terhadap Kualitas Laporan Keuangan (YY), dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Z1) dan Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (Z2) sebagai variabel mediasi. Koefisien jalur (path coefficients) menunjukkan kekuatan
hubungan antarvariabel dengan tingkat signifikansi statistik. Setiap variabel dependen juga dilengkapi dengan nilai
R-square (R%) masing-masing, yang merefleksikan proporsi varians yang dijelaskan oleh variabel independen.
Semakin tinggi nilai R2, semakin besar daya jelas (explanatory power) dari model yang dibangun.

Government Accounting
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Gambar 3. Diagram Jalur Hasil Model — Pengujian Hipotesis Utama.
Keterangan: ***p-value < 0,001; **p-value < 0,01; *p-value < 0,05

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan tiga nilai utama, yaitu Original Sample, T-Statistic, dan P-Value. Nilai
T-Statistic yang lebih besar dari 1,96 dan P-Value di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari
variabel independen terhadap variabel dependen. Arah pengaruh tersebut ditentukan oleh nilai Original Sample, di
mana nilai positif menunjukkan pengaruh yang positif, dan nilai negatif menunjukkan pengaruh yang negatif. Hasil
pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 7.
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ditampilkan dalam Tabel 7, seluruh hipotesis (H1-H7) diterima,
sebagaimana ditunjukkan oleh nilai T-Statistic yang melebihi 1,96 dan P-Value yang berada di bawah 0,05. Hal ini
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis

Kode Hipotesis Original ~ Sample LT;:ael\r;i(fj;\f:ir T P Hasil
Sample (O) Mean (M) (STDEV) Statistic Value

1 Kompetensi SDM = Standar 0,810 0,804 0,047 17,201 0,000 Diterima
Akuntansi Pemerintahan

pp Kompetensi SDM — Pengendalian 4 o7 0871 0,029 20768 0,000 Diterima
Intern atas Pelaporan Keuangan

H3 E"mpetens‘ SDM — Kualitas Laporan ) q 0248 0,071 3498 0,000 Diterima

euangan

Hg Standar Akuntansi Pemerintahan — 4 1oy 0174 0,068 2604 0,009 Diterima
Kualitas Laporan Keuangan
Pengendalian Intern atas Pelaporan

H5 Keuangan — Kualitas Laporan 0,532 0,533 0,070 7,550 0,000 Diterima
Keuangan
Kompetensi SDM — Standar

H6  Akuntansi Pemerintahan — Kualitas 0,143 0,140 0,057 2,504 0,012 Diterima

Laporan Keuangan

Kompetensi SDM — Pengendalian
H7  Intern atas Pelaporan Keuangan — 0,465 0,464 0,060 7,773 0,000 Diterima
Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Aplikasi SmartPLS 4.0 (Data diolah)

B. Pembahasan

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) (O = 0,810; T = 17,201; P = 0,000). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan
kompetensi SDM akan mendorong efektivitas implementasi SAP. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang
menyatakan bahwa kualitas SDM mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual [66]. Mendukung
temuan tersebut, mengungkapkan bahwa kompetensi SDM secara signifikan mempengaruhi penerapan SAP
berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan [67].
Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi pegawai keuangan menjadi aspek krusial untuk mendukung
implementasi SAP yang efektif, guna mewujudkan pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Selain itu, kompetensi SDM juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengendalian intern atas
pelaporan keuangan (O = 0,874; T = 29,768; P = 0,000). Artinya, semakin tinggi kompetensi SDM, semakin kuat
sistem pengendalian intern yang dibangun. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kompetensi sangat memengaruhi
efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Efektivitas sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh
kualitas dan kuantitas personel pengendalian intern [68]. Dalam kerangka COSO, kompetensi personel menjadi
komponen penting dalam lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang mendukung akurasi pelaporan
keuangan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa latar belakang keuangan dan
pengalaman CFO berkorelasi negatif dengan kelemahan pengendalian intern, menunjukkan bahwa semakin kompeten
pimpinan keuangan, semakin kuat sistem pengendalian yang diimplementasikan [69].

Secara langsung, kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (O = 0,249; T =
3,498; P = 0,000), meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan pengaruh terhadap SAP dan pengendalian
intern. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi SDM memang berperan dalam meningkatkan kualitas laporan
keuangan, namun pengaruh maksimalnya diperolen melalui jalur tidak langsung. Banyak penelitian juga turut
mendukung temuan ini, bahwa SDM dengan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai di bidang
keuangan dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan andal [70][71][72].

Standar Akuntansi Pemerintahan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan (O = 0,177; T = 2,604; P = 0,009). Artinya, semakin baik implementasi SAP, maka semakin baik pula
kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan. Beberapa penelitian menegaskan bahwa penerapan SAP meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah [73][74]. Kepatuhan terhadap SAP maupun IPSAS
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berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan, terutama dalam
membentuk kerangka akuntabilitas publik yang kuat [75][76].

Pengendalian intern atas pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap kualitas laporan
keuangan (O = 0,532; T = 7,550; P = 0,000). Temuan ini menegaskan bahwa sistem pengendalian intern yang efektif
sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengendalian intern yang baik mendukung
keakuratan pelaporan keuangan [77]. Dalam kajian penelitian terhadap perusahaan manufaktur di Tiongkok juga
menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian intern berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan,
khususnya setelah penerapan kebijakan pengendalian intern [78]. Demikian pula, sebuah penelitian menyatakan
bahwa pengendalian intern menyumbang 20,5% terhadap kualitas laporan keuangan, memperkuat urgensi penerapan
sistem pengendalian intern yang memadai [79].

Kompetensi SDM juga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan melalui SAP
sebagai variabel mediasi (O = 0,143; T = 2,504; P = 0,012). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi
SDM dapat mendorong implementasi SAP yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelaporan
keuangan. Banyak hasil penelitian menekankan pentingnya sinergi antara kompetensi SDM dan kerangka SAP dalam
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas [15][80][81]. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa dampak
langsung kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan mungkin tidak optimal tanpa dukungan penerapan
SAP yang kuat.

Selanjutnya, kompetensi SDM juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan melalui pengendalian intern
sebagai variabel mediasi (O = 0,465; T = 7,773; P = 0,000). Temuan ini mengindikasikan bahwa pengendalian intern
yang efektif merupakan mekanisme penting dalam menjembatani kompetensi SDM dan kualitas pelaporan keuangan.
Kompetensi SDM berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan melalui penguatan sistem
pengendalian intern [82][83]. Penguatan kompetensi SDM mampu memperkuat pengendalian intern yang selanjutnya
meningkatkan kualitas laporan keuangan, khususnya pada sektor pelayanan publik [84].

Meskipun seluruh hipotesis dalam penelitian ini terbukti signifikan secara statistik, diketahui bahwa pengaruh
langsung kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan (0,249) lebih besar dibandingkan efek tidak langsung
melalui SAP (0,143), tetapi masih lebih kecil dibandingkan efek tidak langsung melalui pengendalian intern atas
pelaporan keuangan (0,465). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kompetensi SDM merupakan faktor kunci,
dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan menjadi jauh lebih kuat ketika dikombinasikan dengan sistem
pengendalian intern yang efektif. Artinya, peningkatan kompetensi individu perlu dibarengi dengan penguatan sistem
kelembagaan, guna menghasilkan pelaporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Pendekatan sistemik menjadi
penting, tidak hanya menitikberatkan pada pengembangan individu, tetapi juga pada perbaikan struktural dan
kelembagaan.

V. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang efektif, yang pada
akhirnya berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sumber daya manusia yang kompeten sangat
dibutuhkan agar standar akuntansi dapat diterapkan dengan benar, data keuangan dicatat secara akurat, dan mekanisme
pengendalian internal berfungsi optimal untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Tanpa kompetensi yang
memadai, bahkan standar dan mekanisme pengendalian yang sudah dirancang dengan baik pun dapat gagal
diimplementasikan, sehingga menimbulkan kesalahan penyajian keuangan dan menurunnya akuntabilitas.

Selain itu, pengaruh langsung dari Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern terhadap kualitas
laporan keuangan memperkuat temuan bahwa perbaikan dalam kedua aspek ini akan meningkatkan transparansi,
keandalan, dan kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan. Penguatan komponen ini tidak hanya memerlukan
penyesuaian kebijakan, tetapi juga investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh
personel yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan komitmen etis yang
diperlukan.

Berdasarkan hasil analisis hipotesis, direkomendasikan agar pemerintah mengambil langkah proaktif untuk
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pengembangan profesional berkelanjutan, termasuk
pelatihan rutin dan sertifikasi wajib dalam akuntansi sektor publik. Selain itu, implementasi Standar Akuntansi
Pemerintahan harus diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat, penyusunan pedoman yang lebih jelas, serta
adopsi sistem informasi keuangan yang transparan dan terintegrasi.

Mekanisme pengendalian intern juga perlu diperkuat dengan menerapkan audit berbasis risiko, mengoptimalkan
peran auditor internal, dan membentuk sistem pemantauan kepatuhan yang kuat. Langkah ini bertujuan untuk
mencegah penyimpangan keuangan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah sejalan dengan prinsip-
prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
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Terakhir, peningkatan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi pelaporan keuangan yang canggih, membangun budaya integritas dan transparansi di lingkungan lembaga
pemerintah, serta melakukan audit independen secara berkala. Langkah-langkah ini secara kolektif akan berkontribusi
terhadap meningkatnya kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan pemerintah yang
lebih efektif.

V1. KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan penelitian dibatasi pada
sektor yudikatif, khususnya pada institusi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu,
generalisasi temuan ke sektor pemerintahan lainnya harus dilakukan dengan hati-hati, dan hasil penelitian ini mungkin
tidak sepenuhnya relevan untuk konteks institusi lain. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan
dengan melibatkan sektor eksekutif dan legislatif guna memvalidasi dan membandingkan temuan dalam spektrum
lembaga publik yang lebih luas.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan SmartPLS dalam analisis data.
Meskipun metode ini memberikan bukti statistik yang kuat terkait hubungan antar variabel, pendekatan ini tidak dapat
menangkap motivasi, persepsi, dan faktor kontekstual yang mungkin memengaruhi implementasi standar akuntansi
dan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang disarankan menggunakan pendekatan
kualitatif atau metode campuran (mixed methods) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait dinamika
perilaku dan organisasi yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Triangulasi melalui wawancara, diskusi
kelompok terfokus (FGD), atau studi kasus juga dapat membantu mengungkap tantangan dan peluang yang tidak
terlihat dari data survei saja.
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Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh responden dari satuan kerja
di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, atas kesediaan dan
partisipasinya dalam memberikan data serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan
terima kasih juga disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas ketersediaan
data laporan keuangan tahunan yang menjadi sumber penting dalam mendukung analisis dan penyusunan penelitian
ini. Dukungan dan kontribusi dari semua pihak tersebut sangat berarti dalam kelancaran dan keberhasilan penelitian
ini.
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